Umum, permohonan dari : -——-----------------

1) Nama

No. KTP/SIM/Paspor

Alamat

Tempat, Tanggal Lahir

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
an Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo memeriksa dan menyelesai‘kém e
sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut . -==
Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palop

mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Prose

o e o b

o telah

s Pemillhan

Iksal Ikbal
7373032804850001
J1. Jendral Sudirman

Palopo, 28 April 1985

Pekerjaan /Jabatan Wiraswasta/ Ketua Partai
2) Nama Karlina, S.Pd
No. KTP/SIM/Paspor 7373014609860004
Alamat . JL. H. Muh. Daud No.1 A

Tempat, Tanggal Lahir Paiopo, 06 September 1986

Pekerjaan/Jabatan Wiraswasta/Sekretaris Partai

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua dan

Sekretaris Partai Politik Pengusung, Muhajir yang mana telah mendaftarkan
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1 pefmohonan Penyelesaiar
~atas Berita Acara Kota Palopo Nomor

. 14 ?

A F ':
Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda,

Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Masing - masing :
1. Misna M. Attas (Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan)

2. Faisal Amir (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)
3. Fatmawati (Anggota KPU PropinsiSulawesi Selatam)i-=s=s-—=sttsmisas i p(

4. Upi Hastati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)
M. Asram Jaya (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)

3
6

7
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan K

KPU Propinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama
ntuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Provinsi

. Syarifuddin Jurdi (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)

. Uslimin (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)
etua dan Anggota /

sama u
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai
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tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,KPU Kab /kota berwe:
menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi,
oses Pemilu di wilayah provinsi;--

_ Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c. Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas
18 Tahun 2018tentang Perubahan A

or 18 Tahun 2017
milihan Umum,

u melalui

memutus penyelesaian sengketa pr

Pemilihan Umum Nomor
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nom

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pe

Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemil
(3) Bawaslu

Mediasi antar pihak yang bersengketa, dan Pasal 5 ayat

Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang

diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
Peraturan Badan Pengawas /{I

awas Pemilihan

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Peng
mor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Pemilihan Umum, Bawaslu

Umum No
Pengawas Pemilihan
Cara Penyelesaian Sengketa Proses
memeriksa, melakukan Mediasi
dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan

menerima, atau melakukan

Adjudikasi,
paling lama 12: (
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KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah partai
politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota ﬂ

DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD,

dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.-
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon
sengketa Pemilu terdiri atas; a. partai politik calon Peserta Pemilu /
yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b.
Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang
tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota DPR dan

DPRD yang tercantum dalam DCT; e. Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu; f bakal calon Anggota DPD yang telah
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- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian
~ Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan mediasi sengketa Proses Pemilu. -----------
m- KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON
a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, termohon 02“
dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan
penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk
T R R A S e R e e
b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan mediasi atas keputusan
berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4-
BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon
Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019, --------—----

SN

’Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian
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b. Bahwa éebelumnya pemohon telah

R T L
: Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan

KPUD Kota palopo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Kamis

tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu Delapan belas. -------
POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi
bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-
BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota
DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019, --==c-cemmmmmmmmmcoaa e
Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas
syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut ; ~--==--=-===-~
a. Bahwa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil
perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor
144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VII[/2018 Tahun 2018 Tentang
Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan
Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum
2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil 1l dinyatakan TMS
karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas

nama Mubhajir. dinyatakan TMS, (P, 1)

melengkapi syarat berkas
perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahahan secara

resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara




ful'

Tahun 2018. Tentang Hasil Verifika
: bsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Aﬂngg
~ Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dan henohont

it

L
e )
S
-

Bawaslu agar kiranya memediasi pemohon dengan KPU Provinsi
Sulawesi Selatan karena pemohon meyakini kekeliruan tersebut

dikarenakan kesalahan teknis dan atau kealpaan pemohon

- o o =
e o i s . e o e e

dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

" VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan hasil verfikasi berkas syarat calon
sebagaimana yang tertuang Berita Acara KPUD Kota Palopo nomor X‘

. 144/PL.01.4BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang
Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan
Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum
2019. yang mengakibatkan hilangnya hak memilih dan dipilih oleh
calon DPRD Kota Palopo Dapil 1l disebabkan oleh kesalahan

teknis dan atau kealpaan pemohon dan verifikator.
Bahwa sebelum dilakukan verifikasi syarat perbaikan calon DPRD,

b.
pemohon telah melakukan proses asistensi kepada verifikator
partai pemohon di Kantor KPUD Kota Palopo 31 Juli 2018 sebelum
penyerahan berkas secara FESIMI, ~--=mmmmmmmmmmmmmm oo
c. Bahwa selama proses asistensi pemohon telah berusaha untuk

melengkapi kekurangan berkas syarat calon sebagaimana

dibuktikan dengan tanda kelengkapan oleh verifikator partai

e e v e o o i s S e o4 - o o ey i S e 4 e e 0
e -

pemohon.
'Bahwa syarat calon atas nama Muhajir yang dianggap TMS
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berkas Surat Keterangan Bebas Narkoba

——________-_-_-,____—_-_-__—-—_—-------—-——————-—

dengan tahapan yang ada.
Bahwa syarat calon atas nama Muhajir tersebut sebenarnya telah 3

berusaha dilengkapi pada saat asistensi terakhir sebelum

penyerahan berkas secara resmi tanggal 31 Juli 2018 lalu, dengan Z

berusaha mengurus kembali surat tersebut sehingga surat

tersebut diterbitkan kembali oleh RSUD Sawerigading Palopo

mengeluarkan surat Keterangan Narkoba dengan Nomor
746 /Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018. Namun karena kendala teknis

sehingga berkas tersebut tidak di masukkan. (P.3)
h. Bahwa Dberdasarkan temuan tersebut pemohon  keliru

memasukkan Berkas Keterangan Bebas Narkoba (Copyan), namun

verifikator menerangkan bahwa masa perbaikan telah berakhir

dan hasil verifikasi telah diserahkan kepada komisioner sehingga

tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki berkas tersebut. -----------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon menganggap

kejadian tersebut merupakan - kesalahan teknis dan kealpaan

masing-masing pihak sehingga penting kiranya panwaslu untuk
a ruang mediasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman

membuk

——-w--—--—---_--—-_______-__-—__—-—--———-———————————-n____-_______-*

b tersebut.
Bahwa sampai permohonan ini dimasukkan, berkas syarat calon

.
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1 gl}gabu <an Permohonan Pemohon.
Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor :
144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil
Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan
Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2018, --=--=--===-=-m--m--mm=mmmmmom===
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima kembali p(
saudara Muhajir sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo

dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah

mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tiga Bulan
v

Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

a. Atas Pokok Permohonan :
1. Bahwa Pihak Termohon telah memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi

Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota
DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor
144/PL.01.4/BA/7373/KPU-Kota/VIII/2018. Yang dimana Saudara /h/
Muhajir dinyatakan TMS karena salah satu dokumen syarat bakal

calon pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat. (T1)

Bahwa Dokumen Syarat Bakal Calon yang dimaksud adalah surat

keterangan (SUKET) yang dilampirkan dalam dokumen syarat bakal

calon adalah dokumen hard copy pertanggal 18 Juli 2018, (T2)----------- h
{

3. Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon
9
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0 e
A

men yang diterima pihak termohon
ak pemohon telah memberikan alasan bahwa

L

‘dokumer

o e s e ' o ey e e e e g P e SRR

. Pada masa perbaikan dokumen syarat bakal calon yang dimaskud
telah dipenuhi oleh pihak pemohon akan tetapi dalam bentuk
dokumen yang berbeda, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan
melewati batas masa perbaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

(T3)
7. Bahwa pihak Termohon tidak dapat mengakomodir dokumen
perbaikan yang diserahkan oleh karena melewati masa waktu
-

perbaikan yang sudah ditetapkan dan 1 (satu) dokumen vang

diserahkan merupakan dokumen berbeda dengan dokumen awal yang

termohon terima.

b. Petitum
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada /

Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ~----eeccocoeoooo______
2. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor :
144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 Tentang Hasil Verifikasi

Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota b
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TN ) e

ROGEe DILKGL | Sepseorny Clctl
1 | Pl |Berita Acara Nomor : T44/PLOT.4- |
BA/7373/KPU-Kot/VIIl/ 2018 :
,_ ﬁ : . Berita Acara Nomor : 143/ PL.01.4- ,J_
e BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 R

ot

Surat Keterangan Narkoba, Nomor

= 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018,
=8

i tertanggal 31 Juli 2018
4 P-4 Surat Keterangan Narkoba, Nomor

746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/QO18,
Tertanggal, 18 Juli 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan
-2 sebagai berikut :

telah dileges serta diberi tanda T-1s,dT

F No [ Kode bukti ¥ Keterang;n A‘\ /
] T-1 Berita Acara Hasil Verivikasi A
Kelengkapan dan Keabsahan

Dokumen Perbaikan Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 144 /PL.01.4- ‘» i
BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 §
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| Ji adwal Penyelenggaraan Pe
Umum Tahun 2019

‘‘‘‘‘‘

-an uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kesimpulan pemohon

alopo untuk

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

A 2. Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor :

144/PL.01.4-BA/7373/KPU- -Kot/VIl1/2018 Tentang Hasil Verifikasi

Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal

09 Agustus 2018.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima kembali saudara

Muhajir sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari DPD A

Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo.

pulan Termohon :

;ggkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota

Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor
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bahwa Termohon telah menyerahkanf B.A

—_————— o o e o o
—-__—-...._._._.._..._-—.._-_.... o

E’!ahak termohon telah menjelaskan status dokumen yang dlteh,
pada pihak pemohon mengenai

tahap awal dan menyampaikan ke
" kondisi dokumen yang diterima pihak termohon.
erikan alasan bahwa dokumen ¥y

menunggu perbaikan

ang

" 5. Bahwa pihak pemohon telah memb
n sementara,

diserahkan merupakan dokume
dokumen untuk dilakukan perbaikan.
Pada masa perbaikan dokumen syara
"’ telah dipenuhi oleh pihak pemohon ak
dokumen yang berbeda, tepatnya pada tangga

melewati batas masa perbaikan dalam Peraturan Ko
5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas P

Umum Nomor
m Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Komisi Pemilihan Umu
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20 19.

t bakal calon yang dimaskud

an tetapi dalam bentuk
1 1 Agustus 2018 dan
misi Pemilihan

eraturan

oot T T
7. Bahwa pihak Termohon tidak dapat mengakomodir dokumen X
masa waktu :

perbaikan yang diserahkan oleh Kkarena melewati

perbaikan yang sudah ditetapkan dan 1 (satu) dokumen yang

diserahkan merupakan dokumen berbeda dengan dokumen awal yang

B e o o ot v o om0 T 5 S Py . o e g 9 e o i
7t

termohon terima.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah
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1 . @. menerima permor gk
P di wilayah kabupaten/ kota; b. memuerilikasi secara
ar eriel permohonan sengketa proses Pemilu di wilaydﬁ:
/kota; : c. melakukan mediast antarpihak yang persengketa di
bupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses
wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikarn

. proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses ;

Pemilu di wilayah kabupaten/ kota. o
ahwa berdasarkan Ketentuan Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017

 Tentang Pemilu Pasal 103 “Bawaslu Kab/Kota Berwenang C. menerima,
memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesatan

: sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; ---=-======r="=="=77" 7"
f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang
terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peseita Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.; ---=--===="""~
g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinst,

dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, /é
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2)
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu. (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit
memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c.
 keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputuéan KPU
' Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan w
penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

o
FoEeR

15

s g
o g
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an Ketentuan Pasal 468 Undang — undar
017 Tentang Pemilu berbunyi : (1) Bawaslu, Baw o
Kabupaten/Kcta berwenang menyelesaikan sengketa proses .
i . (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
- memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua
 belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinst,
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu
melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa
untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawara
mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang
bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa 4

proses Pemilu melalui adjudikasti. -----=-====================--oommmmTmTmITIIT
i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa
proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “bawaslu Kab/Kota berwenang
menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya

BRI Ka b/ Kotay. ----===---=--=-=sso==-smro-sosms-ssscosssmocsonsoSnatenses
j) Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota

Palopo akibat dikeluarkannya berita acara Tentang Hasil Verifikasi
i Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota 5
; DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor
144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 tertanggal 09 Agustus 2018
beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi
kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan
tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota /{

h dan

BRRIPIKOta PAlOpO. -==-~--====r==r===m=m == e e e o e e
Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam

‘gkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota
) Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor

‘. kapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon
enuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota
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| .dua atas Keputusan Komisi Pemilihan T
sia. Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Pen
Solitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Prov

_.._.____-__—-.--—.,_--__—
L e = e S

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
«peserta Pemilu untuk pemilihan

dan DPRD Kabupaten/Kota adalah

‘Bahwa berdasarkan ketentuan
- Tentang Pemilu Pasal 172, berbunyi
umum anggota DPR, DPRD Provinsi,

L i
Bahwa berdasarkan ketentuan Undang — undang Nomor 7 Tahtin 2018
Tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi (2) Permohonan penyelesaian

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. ---------======-===="==""7""°

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Peng
a Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan
18 Tahun 2017

awas Pemilihan

d)
Umum Republik Indonesi

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7
berbunyi : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik
e
Bahwa Dberdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 20184

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang /

7A berbunyi :
diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik
Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tingkat

pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau
utan lain; b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat
i atau sebutan lain, dan c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh

lan sekretaris tingkat kabupaten/ kota atau sebutan lain.
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, PN A i ST i
. 1 &l ntuan o ; e
onesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang P
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 be
Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon se
‘dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan nwnggwwkaﬂw
" Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1: dan c. g
surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai 4 iy

Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses selekst bakal calon
nternal

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ ART atau aturan int

Partai Politk. (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR
disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal
dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhlu cap
basah. (3) Dokumen persyaratan pengajiarn bakal calon anggota DPRD
Provinsi disahkan dan ditandatangani aslt oleh ketua dan sekretans dewan
pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinst atau nama lainnya

dan dibubuhi cap basah. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon

p

E anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani ash oleh
.]: cabana Partai Politik !mgkul
i

Ul

1NN
.

ketua dan sekretaris dewan pimpmarn
1 kabupaten/ kota atau nama lainnya dan dibubuht cap basah
h) Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara lksal lkbal dan
Saudari Karlina, S.Pd adalah Ketua dan Sekertans Dewan Pimpinan

Daerah Partai Solidaritas Indonesia hola Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

e

Pusat Partai Solidaritas

:‘ berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Indonesia (PSI) Nomor 204-SK/DPP/2015 tentang Pengangkatan
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Parta) Solidantas
i Indonesia Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 September

e e e ittt
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon

B QMO ~sesevnsrsramaryensseremereerresescona s ennnas annd st
18
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pirannya yang pada p ko
liverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokt
nohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebe
ota DPRD Kota Palopo dan diketahui oleh Pemohon pada
~ tanggal 10 Agustus Tahun 2018 saat berita acara tersebut diserahkan ;
b, Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo setelah KPU‘
Kota Palopo menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota
DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor
144 /PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII[/2018 tertanggal 09 Agustus 2018
beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah
diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon
dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota
DPRD Kota Palopo, pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018.------=========
c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang — undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4) “Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan
KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi
sebab Sengketa”, -----------=-======== oo ooooooooooooooomooooooo
d. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 12 ayat (2) “Permohonan
sebagaima dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Babipaten) Kota', -—--—-=--—---======== == e L

. Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

~ Pemilu junto Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor

g 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
fyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan
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{ ;ialam berita acara tersebut dapil Il dinyatakan TMS karena salah satu
syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama Mubhajir. dinyatakan

T =
b. Bahwa sebelumnya pemohon telah melengkapi syarat berkas perbaikan

calon DPRD sebelum melakukan penyerahaan secara resmi kepada KPU

R

Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas (P.2).
c. Bahwa syarat calon atas nama Muhajir yang dianggap TMS berdasarkan
hasil verifikasi KPU yaitu Surat Keterangan Bebas Narkoba dianggap tidak
sah, karena berkas yang dimasukkan adalah berkas foto copy, pertanggal
L
d. Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban atas objek a qou
menyatakan pada pokoknya bahwa Bahwa Pihak Termohon telah
memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan
| Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada
‘ Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 144/PL.01.4/BA/7373/KPU-

Kota/VIIl/2018. Yang dimana Saudara Muhajir dinyatakan TMS karena
salah satu dokumen syarat bakal calon pihak termohon Tidak Memenuhi
yarat (Vide alat bukti T1) karena melewati masa waktu perbaikan yang

* ditetapkan dan 1 (satu) dokumen yang diserahkan merupakan

i
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et e s e e e e e

: ~ 2018. {wde alat bukti P. 3) ----- :
i ,g, Menimbang bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota tertuang dalam Undang - undang Nomor il

Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi
e  bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
_. ‘"Ef . MASING — MASINE, ~--------=-n=--m-n====-==========s=====—===s=sossoooooSsososoosoooos
4' h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang — undang Nomor
‘ I_f" 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DRPRS
: , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah

sebagai berikut :
A8 a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

3 b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Y c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa

o Indonesia;
-".;‘; berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau /5
1 sekolah lain yang sederajat; ----------=~=---cmooee i
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
~ Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

pernah dlpldana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
; emperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
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:;i;ii?fu;ginn:m sebagai kepala daerah., wakil kepalla daerah,
o gara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -------=-===-=--===---=~
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain

e

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,;
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; ---=--=-======-mmmmmmmmoeo—-
o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilaq dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. ------------==---mccmeeee—-
Menimbang, bahwa benar termohon telah memverifikasi kelengkapan

administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo (vide

alat bukti T.1)
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyebakan }L

J-
saudara pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) karena surat keterangan
narkoba yang dimasukkan adalah fotocopy dan sampai batas waktu
verifikasi perbaikan berkas tanggal 31 Bulan Juli 2018 belum
memasukkan berkas Asli.----------cmmmmmmiee

k. Menimbang, bahwa pemohon mengakui bahwa keliru memasukkan Surat %

22
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e A VE

mengurus
B Sumt ::::::::: o howa yene diukillan dengen
Nomor 746 /Lab.RSU SWG/PLPai/ 03 (eriangeal S1 Juli 2018, dengan
pemohon karena bUkz;.n il /V1I/2018, namun berkas ditolak oleh
18 Juli 2018 den sli berkas pertama yang dimasukkan tertanggal
_ gan Nomor Surat 746/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018.------

m. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon telah
berusaha untuk mengurus ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo untuk
penerbitan kembali surat keterangan narkoba yang pernah diterbitkan
pada 18 Juli 2018 atau surat keterangan yang menyatakan bahwa
pemohon benar telah melakukan pemeriksaan narkoba di Rumah Sakit

Sawerigading Palopo pada tanggal 18 Juli 2018 sesuai petunjuk dari
Termohon untuk membuktikan fotocopyan surat keterangan tersebut 4

benar sesuai aslinya.
n. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang dihadirkan di

persidangan, bahwa Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo atas

permintaan Pemohon kembali menerbitkan Surat Keterangan Narkoba
nomor : 604/Lab. RSU. SWG/PLP/VI1I/2018, tertanggal 18 Juli 2018,
sesuai tanggal dan nomor surat yang tertera pada fotocopyan yang telah

dimasukkan sebelumnya di Kantor KPU Kota Palopo sebagai kelengkapan

berkas.
0. Menimbang, apa yang telah menjadi permintaan termohon kepada

pemohon pada tahap mediasi untuk mengganti berkas fotocopy dengan %),

berkas yang asli telah terpenuhi.
p. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba fotocopy dan

Surat Keterangan yang asli yang diperlihatkan sebagai alat bukti dalam
persidangan,

18 Juli 2018 dalam hal ini masih dalam jangka waktu penerimaan dan
23

yang mana tanggal dalam surat keterangan tersebut tertera
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perbaikan berkas yan .

diatur dalam pera}tr 8 berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana

Tentang Perubah uran Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018
an Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 T
en
tang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemili
milihan Umum Tahun 2019 (Vide bukti T3.) ------nnnssrmmmm=nn===="""""""""""

q. Menimbang, b
8 bahwa dengan adanya surat keterangan narkoba tersebut,

maka tel ;
. ah memenuhi syarat Pasal 240 Ayat (1) Undang - undang Nomor
ah
un 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR,

DP . .
RD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sehat

jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka Bawaslu Kota Palopo berpendapat cukup beralasan hukum untuk

mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon.

Mengingat ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

7018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2017 tentan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum.Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----------------
i

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;----------------

2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Palo
po Nomor : 144/PL.01.4-
BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verivikasi Kelc/angkapan k

24
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dan keabsahan (q

ku e
Palopo pada pemjj; o1 perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota

han Umum 2019 ;
3. Memerintahkan ke

memverifikasi pen g
Kota Palo

Tahun 20

Qada KPU Kota Palopo menerima kembali dan
aJuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD
PO Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang - undang 7
17 tentang Pemilihan Umum, ---o--e--meeemmmmeesmmmmmmzmmnn==="

. Memcrintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan
Putusan ini sesuaj dengan ketentuan Perundang-undangan paling
lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-------------=====-============""""=77""""

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh :
1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn , 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd
masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan
dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada' hari Jumat tanggal
31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas) Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi
Saputra, SH.,M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd, masing-masing

sebagai anggota Bawaslu Kota Palopo dan dibantu oleh Moh. Maulana Noor,

SE, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

25
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Bawaslu Kota Palopo,

r ASbUdl Dwi Saputra7 SH.,M.Kn (Ahma Ali, S.Pd)

) (Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris

(Moh. Maula oor, SE)

> = &
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